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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sanksi pajak, pemeriksaan 

pajak, dan coercive power terhadap kepatuhan wajib pajak yang sifatnya terpaksa. 

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak Usaha mikro kecil dan menengah 

(UMKM) di Kabupaten Sleman. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 

purpose sampling dengan kriteria UMKM yang memiliki omset dalam setahun 

kurang dari Rp 4,8 Milyar sesuai dengan PP No. 23 Tahun 2018. 100 responden 

sebagai sampel dalam penelitian ini dianggap cukup untuk mewakili populasi 

dalam penelitian ini. Teknik analisis yang digunakan adalah uji statistik Structural 

Equation Modelling (SEM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak 

tidak berpengaruh terhadap kepatuhan terpaksa wajib pajak. Selain itu, hasil 

penelitian juga menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak serta coercive power 

berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan terpaksa wajib pajak. 

Kata kunci: sanksi pajak, pemeriksaan pajak, coercive power, kepatuhan 

terpaksa wajib pajak 
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ABSTRACK 

This study aims to examine the effect of tax sanctions, tax audits, and 

coercive power on compulsory tax compliance. The population in this study is the 

taxpayer of micro, small and medium enterprises (MSMEs) in Sleman Regency. The 

data collection method used is purpose sampling with MSME criteria which have a 

turnover of less than Rp 4.8 billion in accordance with PP No. 23 of 2018. 100 

respondents as samples in this study are considered sufficient to represent the 

population in this study. The analysis technique used is the Structural Equation 

Modeling (SEM) statistical test. The results of this study indicate that tax sanctions 

do not affect the compliance of taxpayers. In addition, the results of the study also 

showed that tax audits and coercive power had a significant positive effect on 

compulsory tax compliance. 

Key words: tax sanctions, tax audits, coercive power, enforced tax compliance
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007. 

Pajak diartikan sebagai kontribusi wajib pajak kepada negara yang sifatnya 

memaksa. Berdasarkan ketentuan dalam undang - undang perpajakan, warga 

negara tidak hanya memiliki kewajiban untuk membayar pajak, tetapi juga 

memiliki hak untuk ikut serta dalam meningkatkan kesejahteraan dan 

pembangunan negara. 

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Direktorat Penyusunnan APBN 

(2019), lima tahun terakhir nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) meningkat. Sebagaimana pidato yang disampaikan oleh Presiden dalam 

Pidato Nota Keuangan 2018 di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat, Rancangan 

APBN 2018 ditetapkan sebesar Rp1.878,4 triliun. Menteri Keuangan 

menyatakan sebesar RP1.609,4 triliun pendapatan tersebut bersumber dari 

penerimaan pajak. Selain itu, Sri Mulyani Indrawati juga mengungkapkan 

bahwa pajak merupakan salah satu struktur pendapatan negara yang memiliki 

peran penting sebagai tulang punggung nasional. 

Adanya peningkatan pendapatan dari penerimaan pajak pada tahun 2018 

turut berkontribusi dalam meningkatkan kemandirian APBN sebesar 81%, 

dimana utang hanya bersifat pelengkap. Hal ini juga menandakan adanya 

komitmen Pemerintah untuk mendukung kemandirian APBN dan mengurangi 

ketergantungan terhadap pembiayaan utang yang terus menurun. 
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UMKM dianggap memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan 

ekonomi. Pada pertengahan 2018, kontribusi UMKM pada PDB mencapai angka 

60, 34%. Jumlah pelaku usaha UMKM pada 2018 mencapai 58,97 juta orang 

atau sebesar 65% dari total pelaku usaha di Indonesia. Namun, dari banyaknya 

pelaku usaha UMKM hanya 1, 8 juta orang yang terdaftar sebagai wajib pajak. 

Pemerintah telah menetapkan tarif khusus untuk pelaku UMKM yang 

bersifat final sebesar 0, 5%, atau yang memiliki nilai peredaran bruto di bawah 

Rp 4, 8 miliar per tahun. Penetapan tarif ini merupakan angin Segar bagi pelaku 

UMKM sebab dengan adanya penurunan tarif pajak telah berhasil meningkatkan 

tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM mencapai 95% pada 2018. 

Dewasa ini, perkembangan UMKM di Kabupaten Sleman mengalami 

peningkatan sejalan dengan banyaknya layanan dan fasilitas yang diberikan oleh 

Pemerintah Kabupaten Sleman yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing 

melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) dan Rumah Kreatif Sleman 

(RKS). Berdasarkan informasi dari jogja.tribunnews.com (2019) sebanyak 

36.653 UMKM yang terserap dalam koperasi mampu menghasilkan omset 

sebesar Rp4,2 triliun. Meningkatnya jumlah pelaku UMKM seharusnya sejalan 

dengan meningkatnya pendapatan pemerintah dari sektor pajak. Faktanya 

berdasarkan informasi yang diperoleh dari krjogja.com (2018) tingkat kepatuhan 

pajak UMKM masih rendah dimana hanya 25% UMKM saja yang memiliki 

NPWP. Rendahnya pelaku UMKM yang memiliki NPWP menggambarkan 

rendahnya tingkat pendapatan pemerintah yang diperoleh dari sektor pajak yang 



 

 

3 
 

Akan mempengaruhi kinerja pemerintah dalam pembangunan infrastruktur dan 

peningkatan kesejahteraan rakyat. 

Beberapa upaya dapat dilakukan guna meningkatkan pendapatan dari sektor 

pajak salah satunya adalah pemberian sanksi pajak. Sanksi pajak diberikan 

kepada para wajib pajak yang melanggar peraturan perundang-undangan 

perpajakan. Wajib pajak yang menghindari dan terlambat melakukan pelaporan 

dan pembayaran pajaknya dapat dikenai sanksi baik sanksi administrasi maupun 

sanksi pidana. Sanksi pajak yang diberikan diharapkan mampu memberikan rasa 

jera kepada para pelanggar. Hal ini sejalan dengan penjelasan Mardiasmo (2003) 

dalam Gunarso (2016) yang mengatakan bahwa sanksi pajak dapat menjamin 

kepatuhan individu terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Upaya kedua adalah pemeriksaan pajak. Adanya Self assestment system 

yang berlaku di Indonesia mengakibatkan wajib pajak diberikan hak untuk 

menghitung dan memungut sendiri pajaknya. Hal ini menjadi penyebab timbul 

adanya pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak menjadi salah satu cara menguji 

kepatuhan wajib pajak dan terlaksananya peraturan perundang-undangan. 

Selain upaya yang telah diuraikan diatas, kepatuhan seorang wajib pajak 

juga dianggap dapat dipengaruhi oleh Coercive power sebagaimana yang diteliti 

oleh Gobena & Van Dijke (2016). Menurut Kirchler et al (2008) dalam Gobena 

& Van Dijke (2016) mengatakan bahwa coercive power adalah kekuatan otoritas 

pajak yang dapat memaksa wajib pajak untuk membayar pajak. Dengan kata 

lain, Dirjen Pajak sebagai pemegang kekuasaan memiliki kekuatan untuk 

memaksa wajib pajak untuk membayar pajaknya. 
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Faktor sanksi pajak sejalan dengan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh 

Cahyani & Noviari (2019) dan Rahayu (2017) menyatakan bahwa sanksi pajak 

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil serupa juga diperoleh 

Tene et al., (2017) bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan 

wajib pajak. Namun, Ningsih & Rahayu (2013), Winerungan (2013), 

Permatasari (2016) menyatakan hasil yang sebaliknya yaitu sanksi pajak tidak 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh sebab itu, faktor ini layak 

untuk diteliti kembali dikarenakan hasil penelitian sebelumnya yang belum 

konsisten. 

Rahayu (2017) dan layata & Setiawan (2014) melakukan penelitian 

mengenai faktor pemeriksaan pajak dan memperoleh hasil bahwa pemeriksaan 

pajak memiliki positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dari dua peneliti 

tersebut, Arviana & Sadjiarto (2014) menerangkan bahwa pemeriksaan pajak 

tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Faktor ini layak untuk diteliti 

kembali dikarenakan hasil penelitian sebelumnya yang inkonsistensi. 

Gobena & Van Dijke (2016) melakukan penelitian terkait hubungan antara 

coercive power terhadap kepatuhan terpaksa wajib pajak dan hasil yang 

diperoleh adalah kedua variabel ini memiliki pengaruh yang positif. Penelitian 

terhadap faktor ini sebelumnya belum pernah dilakukan di Indonesia sehingga 

layak untuk diteliti. 

Selain itu, perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 

dalam penelitian sebelumnya sanksi dan pemeriksaan pajak dikaitkan dengan 
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kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian ini sanksi dan pemeriksaan pajak 

dihubungan kepatuhan terpaksa wajib pajak. 

Objek pada penelitian ini adalah Wajib Pajak pada sektor Usaha Mikro 

Kecil Menengah (UMKM), penelitian ini menggunakan variabel independen 

sanksi pajak, pemeriksaan pajak, dan coercive power serta ingin membuktikan 

apakah faktor-faktor yang diambil dari penelitian terdahulu benar merupakan 

faktor dari tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini berjudul, “Pengaruh 

Sanksi Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Coercive Power terhadap Kepatuhan 

Terpaksa Wajib Pajak” (Studi kasus pada wajib pajak UMKM di Kabupaten 

Sleman). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan terpaksa wajib pajak 

UMKM di Kabupaten Sleman? 

2. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan terpaksa wajib 

pajak UMKM di Kabupaten Sleman? 

3. Apakah coercive power berpengaruh terhadap kepatuhan terpaksa wajib 

pajak UMKM di Kabupaten Sleman? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka penelitian ini 

bertujuan menganalisis: 
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1. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan terpaksa wajib 

pajak UMKM di Kabupaten Sleman. 

2. Untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan terpaksa 

wajib pajak UMKM di Kabupaten Sleman. 

3. Untuk mengetahui pengaruh coercive power terhadap kepatuhan terpaksa 

wajib pajak UMKM di Kabupaten Sleman. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) 

Untuk menambah pemahaman wajib pajak UMKM dan mampu 

meningkatkan kepatuhan pembayaran wajib pajak disektor UMKM, 

sehingga diharapkan dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak juga 

mampu meningkatkan devisa negara. 

2. Pemerintah 

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak hasil penelitian 

ini dapat digunakan sebagai rujukan penyusunan kebijakan perpajakan, 

sehingga dapat memaksimalkan pendapatan negara dari sektor UMKM. 

3. Akademisi dan Peneliti selanjutnya 

Sebagai referensi penelitian selanjutnya dengan meninjau baik 

kelebihan maupun kekurangan dalam penelitian ini.  
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1.5 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini terdiri dari 5 bab yang disusun berdasarkan sistematika, yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bagian ini menguraikan latar belakang masalah sebagai dasar penelitian 

kemudian dibuat rumusan masalah dan tujuan penelitian serta manfaat yang 

diperoleh, serta sistematika penulisan. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Bagian ini menjelaskan mengenai landasan teori yang digunakan yaitu teori 

atribusi, pajak, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sanksi pajak, 

pemeriksaan pajak, coercive power, kepatuhan terpaksa wajib pajak, hasil dari 

penelitian sebelumnya, hipotesis penelitian dan kerangka penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bagian ini berisi populasi dan penentuan sampel penelitian, serta sumber data 

dan teknik pengumpulan data yang digunakan. Selanjutnya menguraikan 

variabel-variabel yang digunakan. Kemudian menjelaskan metode analisis 

yang digunakan serta pengujian hipotesis. 

BAB IV HASIL DAN ANALISIS 

Bagian ini memaparkan hasil dari pengolahan data, pengujian hipotesis serta 

menguraikan temuan dari analisis dari serta menjelaskan keterkaitan dari 

temuan tersebut. 
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BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

Bagian ini menguraikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, 

keterbatasan penelitian yang ditemukan, serta saran bagi penelitian 

selanjutnya. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Atribusi 

 Teori atribusi adalah suatu proses yang menjelaskan bahwa penyebab 

perilaku seseorang tidak hanya timbul akibat faktor internal tetapi juga faktor 

eksternal. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Robbin dalam Wijayanti & Sasongko 

(2017) bahwa teori atribusi menjelaskan tentang individu yang mengamati perilaku 

seseorang, individu tersebut mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan 

secara internal atau eksternal. Secara internal, perilaku seseorang dianggap timbul 

dalam kendali individu itu sendiri seperti keyakinan, kemampuan, dan ciri 

kepribadian. Secara eksternal, perilaku seseorang timbul dari luar pribadi individu 

itu sendiri seperti lingkungan dan pengaruh sosial dari orang lain. 

 Teori atribusi menjadi relevan untuk digunakan dalam penelitian ini karena 

mampu menentukan variabel-variabel yang mempengaruhi seseorang terkait 

peningkatan kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian ini akan berfokus pada faktor 

eksternal yang mempengaruhi kepatuhan terpaksa wajib pajak yaitu sanksi pajak, 

pemeriksaan pajak, dan coercive power. 

2.1.2 Pajak 

 Jika ditelaah dalam struktur pendapatan pajak, salah satu komponen 

pemasukan terbesar diperoleh dari pajak. Di Indonesia, pajak telah diatur dalam 
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peraturan perundang-undangan dan dalam pelaksaannya pajak bersifat memaksa, 

sehingga setiap individu yang telah memenuhi syarat baik subjektif maupun 

objektif wajib untuk tunduk dan patuh. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007, Pajak 

diartikan sebagai kontribusi wajib pajak kepada negara yang sifatnya memaksa. 

 Soemitro dalam Resmi (2017) mengemukakan bahwa pengertian pajak 

adalah kewajiban wajib pajak untuk membayar iuran kepada negara tanpa 

menerima jasa timbal balik guna membayar pengeluaran negara. Djajadiningrat 

dalam Resmi (2017) menyatakan bahwa wajib pajak wajib untuk menyerahkan 

sebagian kekayaannya kepada negara dan bukan merupakan hukuman tetapi 

sifatnya memaksa tanpa mengharapkan jasa timbal balik dari negara guna 

kesejahteraa masyarakat. 

 Dari uraian pendapat ahli diatas, diketahui bahwa pajak sifatnya memaksa 

yang mewajibkan seorang warga negara yang telah memenuhi syarat subjektif dan 

objektif untuk patuh untuk membayar pajaknya. Adapun pajak tersebut akan 

digunakan untuk kesejahteran umum dan pembangunan nasional. 

 Berdasarkan fungsinya pajak dapat dibagi menjadi dua kelompok, menurut 

Resmi (2017) yaitu : 

1. Fungsi Budgetair (sumber keuangan negara) 

Pajak berfungsi sebagai salah satu penerimaan kas negara yang digunakan 

untuk membiayai pengeluaran. 
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2. Fungsi Regulerend (pengatur) 

Fungsi ini bertujuan untuk mengatur dan menjamin terlaksananya kebijakan 

pemerintah di bidang sosial dan ekonomi serta tercapainya tujuan-tujuan 

tertentu di luar bidang keuangan. 

 Terdapat tiga pengelompokkan jenis pajak menurut Resmi (2017) yaitu : 

1. Menurut Golongan Pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu : 

a. Pajak Langsung, dimana pajak adalah tanggungan dari wajib pajak 

itu sendiri dan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga 

sehingga akan menjadi beban bagi wajib pajak yang bersangkutan. 

b. Pajak Tidak Langsung, apabila terdapat suatu kegiatan, peristiwa 

atau perbuatan yang menyebabkan timbulnya pajak terutang maka 

beban pajak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. 

2. Menurut Sifat Pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu : 

a. Pajak subjektif: pajak dikenakan berdasarkan keadaan dari subjek 

pajaknya. 

b. Pajak objektif: pajak dikenakan berdasarkan objek pajaknya tanpa 

melihat subjek pajak ataupun domisili. 

3. Menurut Lembaga Pemungut Pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu : 

a. Pajak Negara (pajak pusat): pihak yang menjadi pemungut pajak 

adalah pemerintah pusat untuk membiayai rumah tangga negara. 

b. Pajak Daerah: pemerintah daerah baik di tingkat I (pajak provinsi) 

maupun tingkat II (pajak kabupaten/kota) menjadi pihak yang 
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memungut pajak untuk membiayai rumah tangga daerah masing-

masing. 

 Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan tiga sistem 

pemungutan pajak menurut Resmi (2017) yaitu: 

1. Official Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang 

memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri 

jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 

2. Self assessment system merupakan sistem dimana wajib pajak diberikan 

wewenang dan kepercayaan untuk menghitung, membayar, serta 

melaporkan sendiri pajak yang terutang. 

3. Withholding System merupakan sistem pemungutan pajak dimana pihak 

ketiga diberikan wewenang untuk memotong atau memungut pajak terutang 

seorang wajib pajak. 

 Menurut Resmi (2017) asas pemungutan pajak dapat dikelompokkan 

menjadi tiga yaitu: 

1. Asas Domisili, domisili atau tempat tinggal seorang wajib pajak 

menentukan pihak atau negara mana yang berhak untuk mengenakannya 

pajak atas penghasilan yang diperolehnya. 

2. Asas Sumber, sumber penghasilan yang diterima seorang wajib pajak 

menentukan pihak atau negara mana yang berhak mengenakannya pajak 

tanpa melihat di mana wajib pajak tersebut tinggal. 
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3. Asas Kebangsaan, pengenaan pajak seorang wajib pajak ditentukan 

berdasarkan kebangsaan individu itu sendiri. Dengan kata lain, negara 

berhak mengenakan pajak kepada seorang individu jika tercatat sebagai 

warga negaranya. 

Adapun kewajiban dan hak wajib pajak menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 

2007 dalam Resmi (2017) yaitu : 

a. Kewajiban Wajib Pajak 

1. Mendaftarakan diri kepada Dirjen Pajak dan akan menerima NPWP apabila 

syarat subjektif dan objektif telah dipenuhi. 

2. Melaporkan usaha yang dimiliki ke Kantor Dirjen Pajak di mana usaha 

tersebut berada, guna ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. 

3. Melakukan pengisian Surat Pemberitahuan kemudian ditandatangani dan 

disamapaikan ke Kantor Dirjen Pajak dimana wajib pajak terdaftar. 

4. Surat Pemberitahuan disampaikan dengan berdasarkan Peraturan Menteri 

Keuangan. 

5. Surat Setoran Pajak digunakan untuk membayar pajak yang terutang 

melalui tempat pembayaran yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri 

Keuangan. 

6. Melakukan pembayaran pajak yang terutang sebagaimana yang diatur 

dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak 

menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. 
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7. Wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan 

usaha atau pekerjaan bebas perlu melakukan pembukuan, selain itu wajib 

pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas 

juga dilakukan pencatatan.  

8. - Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang 

menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan 

yang menjadi kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang 

terutang pajak, 

- Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang 

dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; 

dan/atau 

- Memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa. 

b. Hak Wajib Pajak 

1. Melaporkan Surat Pemberitahuan Masa untuk beberapa Masa Pajak. 

2. Wajib Pajak yang memiliki kriteria tertentu berhak untuk mengajukan surat 

keberatan dan banding. 

3. Waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahuna Pajak penghasilan dapat 

diperpanjang palinh lama dua bulan, yaitu dengan memberikan 

pemberitahuan tertulis atau cara lainnya kepada Dirjen Pajak. 

4. Melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan 

dengan memberikan penyarataan tertulis dengan syarat belum dilakukan 

pemeriksaan oleh Dirjen Pajak. 

5. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. 



 

 

15 
 

6. Mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu: 

- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar; 

- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan; 

- Surat Ketetapan Pajak Nihil; 

- Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau 

- Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

7. Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atau Surat 

Keputusan Keberatan. 

8. Wajib pajak berhak untuk memilih seorang kuasa khusus guna menjalankan 

hak dan memenuhi kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-

undangan perpajakan. 

9. Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa 

bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak dalam 

hal Wajib Pajak menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan 

Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak 

yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama 

dalam jangka waktu satu tahun setelah berlakunya UU No. 28 Tahun 2007. 

 Menurut Suparmoko dalam Aliyah (2014) pajak memiliki beberapa manfaat 

yang digunakan untuk membiayai: (1) pengeluaran negara yang sifatnya self 

liquiditing, (2) pengeluaran reproduktif atau memiliki manfaat ekonomi bagi 

masyarakat, (3) pengeluaran yang sifatnya tidak self liquiditing dan tidak 

reproduktif, (4) pengeluaran yang tidak produktif. 
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Setiap warga negara yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif 

memiliki kewajiban untuk membayar pajak, oleh sebab itu dalam pelaksanaannya 

pemerintah menetapkan sanksi-sanksi bagi wajib pajak yang tidak taat dalam 

pembayaran pajaknya. Terdapat dua sanksi pelanggaran wajib pajak dalam Resmi 

(2017) yaitu : 

1. Sanksi Administrasi 

 Sanksi administrasi sehubungan dengan surat ketetapan pajak dan 

surat tagihan pajak berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan. 

2. Sanksi Pidana 

 Sanksi pidana dikenakan sehubungan dengan pelanggaran terhadap 

peraturan perundang-undangan perpajakan khususnya dalam Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan. 

2.1.3 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha 

yang kapasitas pendapatannya belum mencapai lebih dari Rp. 300.000.000. UMKM 

(Usaha Mikro Kecil dan Menengah) sudah diatur dalam undang-undang No 20 

Tahun 2008 yang berbunyi : 
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1. Usaha Mikro adalah bentuk usaha produktif yang dimiliki baik oleh orang 

perorang maupun badan usaha perorangan yang telah memenuhi kriteria 

sebagai usaha mikro sesuai peraturan perundang-undangan. 

2.  Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 

anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, 

atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha 

Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. 

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 

anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau 

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil 

atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan 

tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang. 

Adapun menurut undang-undang No 20 Tahun 2008 tentang kriteria usaha 

yang dikatakan UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) yaitu : 

1. Usaha Mikro 

a. Kekayaan bersih yang dimiliki paling banyak sebesar 

Rp50.000.000,00 diluar tanah dan banguna tempat usaha; atau 

b. Hasil penjualan tahunan yang diperoleh paling banyak sebesar 

Rp300.000.000,00. 
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2. Usaha Kecil 

a. Kekayaan bersih yang dimiliki antara Rp50.000.000,00 sampai 

dengan Rp500.000.000,00 diluar tanah dan bagunan tempat usaha; 

atau 

b. Omset tahunan yang diperoleh antara Rp300.000.000,00 sampai 

dengan Rp2.500.000.000,00. 

3. Usaha Menengah 

a. Kekayaan bersih yang dimiliki antara Rp500.000.000,00 sampai 

dengan Rp10.000.000.000,00 diluar tanah dan bangunan tempat 

usaha; atau 

b. Omset tahuna yang diperoleh antara Rp2.500.000.000,00 sampai 

dengan Rp50.000.000.000,00. 

2.1.4 Sanksi Pajak 

 Sanksi diberlakukan kepada pihak-pihak yang terbukti melanggar hukum. 

Penerapan sanksi sebagai salah satu cara guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak 

dalam pembayaran pajaknya sesuai yang telah diatur didalam peraturan perundang-

undangan. Menurut Mardiasmo (2003) dalam Gunarso (2016) menjelaskan bahwa 

sanksi pajak dapat menjamin kepatuhan individu terhadap peraturan perundang-

undangan perpajakan. Atau dapat diartikan sebagai alat pencegah terjadinya 

pelanggaran norma perpajakan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan 

perpajakan sanksi pajak dapat dibagi menjadi dua macam, pertama sanksi 

administrasi yang akan dikenakan sehubungan dengan surat ketetapan pajak dan 
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surat tagihan pajak dengan membayar kerugian negara berupa bunga, denda, dan 

kenaikan. Kedua, sanksi pidana dikenakan sehubungan pelanggaran peraturan 

perundang-undangan perpajakan dan hukuman dapat berupa kurungan atau penjara. 

 Adanya persepsi bahwa semakin beratnya hukuman atau sanksi yang 

diberikan kepada pelanggar pajak maka semakin takut wajib pajak untuk 

melakukan pelanggaran hukum. Oleh sebab itu diharapkan dengan adanya sanksi 

pajak yang tegas mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 

2.1.5 Pemeriksaan Pajak 

 Pemeriksaan pajak diartikan sebagai serangkaian kegiatan menghimpun dan 

mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan 

profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 

pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka 

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo 

(2016) dalam Assa et al., 2018).  

 Adanya perubahan sistem pemungutan pajak dari official assessment system 

dimana kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan 

aparatur pajak menjadi self assessment system yaitu kegiatan menghitung dan 

memungut pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak. Wajib pajak akan 

menggunakan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dalam melaporkan kewajiban 

perpajakannya. Oleh sebab itu, nominal yang tertera di dalam SPT ini haruslah diisi 

dengan benar, lengkap, dan jelas. Kemudian jumlah yang tertera di dalam SPT ini 

yang akan menjadi objek pemeriksaan. Pemeriksaan ini dilakukan untuk 
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memastikan apakah nominal yang dilaporkan telah sesuai dengan nominal yang 

seharusnya dibayar dan dilaporkan. Dapat dirumuskan bahwa tujuan dilakukannya 

pemeriksaan pajak adalah sebagai pengawasan oleh Dirjen Pajak terhadap Wajib 

Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sebagaimana yang dikemukakan 

oleh Hardi (2003) dalam Ihsan (2013). Menurut Frey (2003) dalam Ihsan (2013) 

pemeriksaan pajak merupakan suatu alat yang ampuh untuk memaksa Wajib Pajak 

taat dengan kewajiban perpajakannya.  

2.1.6 Coercive Power 

Menurut Kirchler et al (2008) dalam Gobena & Van Dijke (2016) 

mengatakan bahwa coercive power adalah kekuatan otoritas pajak yang dapat 

memaksa wajib pajak untuk membayar pajak. Dengan kata lain, coercive power 

adalah kekuatan yang mengarahkan individu untuk melawan kehendaknya. Bentuk 

kekuasaan ini diperlukan untuk menegakkan undang-undang perpajakan dalam 

kondisi dimana wajib pajak dan otoritas pajak tidak memiliki satu visi dan misi. 

2.1.7 Kepatuhan Terpaksa Wajib Pajak 

Menurut Tiraada (2013) dalam Rahayu (2017), kepatuhan pajak adalah 

ketaatan yang dimiliki oleh seseorang terhadap peraturan perundang-undangan 

perpajakan. Slippery slope model menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak 

dipengaruhi oleh 2 variabel, dimana kepatuhan sukarela wajib pajak (voluntary tax 

compliance) dipengaruhi oleh variabel psikologi-sosial sedangkan kepatuhan 

terpaksa wajib pajak (enforced tax compliance) dipengaruhi oleh variabel 

pencegah. 
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Gobena & Van Dijke (2016) menjelaskan kepatuhan pajak dapat dibedakan 

menjadi dua, yaitu yang sifatnya sukarela dan memaksa. Klasifikasi dari kepatuhan 

pajak dilakukan karena adanya kemungkinan perbedaan penyebab antara kepatuhan 

sukarela wajib dan kepatuhan terpaksa wajib pajak. 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang, “Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, 

Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan” 

oleh layata & Setiawan (2014). Hasil dari penelitian tersebut adalah kewajiban 

moral, kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak, serta sanksi pajak masing-masing 

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 

 Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Arviana & Sadjiarto (2014) 

terkait “Pengaruh Pemahaman Peraturan, Omset, Pemeriksaan, Sanksi, Relasi 

Sosial, dan Persaingan Usaha Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di 

Mojokerto Tahun 2014”. Berdasarkan hasil penelitian, Arviana dan Sadjiarto 

menemukan bahwa Pemahaman peraturan pajak, penghasilan/omset, sanksi pajak 

memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun kepatuhan 

wajib pajak tidak dipengaruhi oleh persaingan usaha serta relasi sosial, begitu pula 

dengan pemeriksaan pajak. 

Selanjutnya Gobena & Van Dijke (2016) meniliti “Power, justice, and trust: 

A moderated mediation analysis of tax compliance among Ethiopian business 

owners”. Hasil dari penelitian tersebebut Procedural justice berpengaruh positif 

terhadap voluntary tax compliance ketika legitimate power rendah, Coercive power 
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berpengaruh positif terhadap enforced tax compliance, Procedural justice 

berpengaruh positif ketika coercive power tinggi, Procedural justice berpengaruh 

positif terhadap voluntary tax compliance ketika kepercayaan atas legitimate power 

rendah, Procedural justice tidak berpengaruh signifikan terhadap voluntary tax 

compliance ketika kepercayaan atas coercive power rendah maupun tinggi. 

Selanjutnya penelitian dilakukan oleh Gunarso (2016) tentang 

“Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan 

Pada Kpp Kepanjen Kabupaten Malang”. Hasil dari penelitian tersebut ditemukan 

bahwa pemeriksaan pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan 

wajib pajak. 

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Tene et al. (2017) mengenai 

“Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan dan 

Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib 

Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Manado)”. Hasil yang 

diperoleh dari penelitian tersebut yaitu Pemahaman pajak, kesadaran pajak serta 

sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun variabel 

pelayanan fiskus tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Selanjutnya Rahayu (2017) melakukan penelitian terkait “Pengaruh 

Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak”. Hasil yang diperoleh adalah seluruh variabel yang di uji 

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 
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 Penelitian mengenai, “Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Perpajakan 

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado” 

dilakukan oleh Assa et al. (2018). Hasil dari penelitian tersebut adalah Pemeriksaan 

pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan 

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu 

Nama 

Penulis 

dan Tahun 

Variabel Penelitian Metode Penelitian Temuan Kajian 

Sherly 

layata dan 

Putu Ery 

Setiawan 

(2014) 

- Variabel dependen: 

Kepatuhan wajib 

pajak badan 

- Variabel 

independen: 

Kewajiban moral, 

kualitas pelayanan, 

pemeriksaan pajak, 

sanksi perpajakan 

Pengumpulan data 

dalam penelitian ini 

menggunakan 

kuesioner yang disebar 

kepada 100 responden 

wajib pajak badan 

terdaftar di KPP 

Pratama Badung 

Selatan. Kemudian data 

dianalisis dengan 

menggunakan analisis 

linear berganda. 

- Kewajiban moral 

berpengaruh positif 

terhadap kepatuhan 

wajib pajak. 

- Kualitas pelayanan 

berpengaruh positif 

terhadap kepatuhan 

wajib pajak. 

- Pemeriksaan pajak 

berpengaruh positif 

terhadap kepatuhan 

wajib pajak. 

- Sanksi perpajakan 

berpengaruh positif 

terhadap kepatuhan 

pajak. 

Nerissa 

Arviana 

dan Arja 

Sadijarto 

(2014) 

- Variabel dependen: 

Kepatuhan wajib 

pajak restoran 

Model analisis yang 

digunakan dalam 

penelitian ini adalah 

model analisis korelasi. 

Data dikumpulkan 

dengan menyebarkan 

kuesioner kepada 44 

- Pemahaman peraturan 

pajak berpengaruh 

positif terhadap 

kepatuhan wajib pajak. 

- Penghasilan/omset 

berpengaruh positif 
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Nama 

Penulis 

dan Tahun 

Variabel Penelitian Metode Penelitian Temuan Kajian 

- Variabel 

independen: 

Pemahamam 

peraturan, omset, 

pemeriksaan, 

sanksi, relasi 

social,persaingan 

usaha 

restoran yang terdaftar 

di Dinas Pendapatan 

Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Kota 

Mojokerto. 

terhadap kepatuhan 

wajib pajak. 

- Pemeriksaan pajak 

tidak berpengaruh 

terhadap kepatuhan 

wajib pajak. 

- Sanksi pajak 

berpengaruh positif 

terhadap kepatuhan 

wajib pajak. 

- Relasi sosial tidak 

berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak. 

- Persaingan usaha tidak 

berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak. 

Gobena, 

L.B., 

Dijke, 

M.V. 

(2016) 

- Variabel dependen: 

Voluntary tax 

compliance, 

enforced tax 

compliance 

- Variabel 

independen: 

Procedural justice, 

coercive power 

- Variabel 

pemoderasi: 

Legitimate power 

dan coerciver 

power 

Pengumpulan data 

dalam penelitian ini 

menggunakan 

kuesioner yang 

disebarkan kepada 300 

pemilik bisnis di 

daerah ibukota 

Ethiopia, Addis Ababa. 

- Procedural justice 

berpengaruh signifikan 

positif terhadap 

voluntary tax 

compliance ketika 

kekuatan legitimasi 

rendah. 

- Coerciver power 

berpengaruh positif 

terhadap enforced tax 

compliance. 

- Procedural justice 

berpengaruh signifikan 

positif ketika coercive 

power tinggi. 

- Procedural justice 

berpengaruh signifikan 

positif terhadap 

voluntary tax 

compliance ketika 

kepercayaan atas 
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Nama 

Penulis 

dan Tahun 

Variabel Penelitian Metode Penelitian Temuan Kajian 

- Variabel 

intervening: 

Legitimate power 

dan coerciver 

power 

kekuatan legitimasi 

rendah dengan. 

- Procedural justice 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

voluntary tax 

compliance ketika 

kepercayaan atas 

coercive power rendah 

maupun tinggi. 

Pujo 

Gunarso 

(2016) 

- Variabel dependen: 

Kepatuhan wajib 

pajak badan 

- Variabel 

independen: 

Pemeriksaan pajak 

dan sanksi pajak 

Pengumpulan data 

dalam penelitian ini 

menggunakan 

kuesioner yang 

disebarkan kepada 40 

orang terdiri dari 

pemeriksa pajak dan 

account representative 

pada KPP Pratama 

Kepanjen. Kemudian 

metode analisis data 

yang digunakan adalah 

analisis linear 

berganda. 

- Pemeriksaan pajak 

berpengaruh positif 

terhadap kepatuhan 

wajib pajak. 

- Sanksi pajak 

berpengaruh positif 

terhadap kepatuhan 

wajib pajak. 

Johanes H. 

T., Jullie J. 

S., Jessy 

D. I. W. 

(2017) 

- Variabel dependen: 

Kepatuhan wajib 

pajak 

- Variabel 

independen: 

Pemahaman wajib 

pajak, kesadaran 

pajak, sanksi 

Pengumpulan data 

dilakukan dengan cara 

menyebarkan kuesioner 

sebanyak 120 kepada 

responden wajib pajak 

orang pribadi yang 

terdaftar di KPP 

Pratama Manado. 

Kemudian data 

dianalisis dengan 

menggunakan model 

- Pemahaman wajib 

pajak berpengaruh 

positif terhadap 

kepatuhan wajib pajak. 

- Kesadaran pajak 

berpengaruh positif 

terhadap kepatuhan 

wajib pajak. 

- Sanksi perpajakan 

berpengaruh positif 
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Nama 

Penulis 

dan Tahun 

Variabel Penelitian Metode Penelitian Temuan Kajian 

perpajakan, 

pelayanan fiskus 

analisis regresi linear 

berganda. 

terhadap kepatuhan 

wajib pajak. 

- Pelayanan fiskus tidak 

berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak. 

Nurulita 

Rahayu 

(2017) 

- Variabel dependen: 

Kepatuhan wajib 

payak 

- Variabel 

independen: 

Pengetahuan 

perpajakan, 

ketegasan sanksi 

pajak, dan tax 

amnesty 

Sebanyak 85 kuesioner 

disebarkan kepada 

responden yang 

merupakan wajib pajak 

orang pribadi di 

Kabupaten Bantul. 

Kemudian dilakukan 

analisis menggunakan 

analisis linear 

berganda. 

- Pengetahuan 

perpajakan berpengaruh 

positif terhadap 

kepatuhan wajib pajak. 

- Ketegasan sanksi pajak 

berpengaruh positif 

terhadap kepatuhan 

wajib pajak. 

- Tax amnesty 

berpengaruh positif 

terhadap kepatuhan 

wajib pajak. 

Jeremiah 

Reinhart 

Assa, 

Lintje 

Kalangi, 

Winston 

Pontoh 

(2018) 

- Variabel dependen: 

Kepatuhan wajib 

payak 

- Variabel 

independen: 

Pemeriksaan pajak 

dan sanksi 

perpajakan 

Pengumpulan data 

dilakukan dengan cara 

menyebarkan kuesioner 

yang namanya terdaftar 

di KPP Pratama 

Manado. Data 

kemudian dianalisis 

dengan menggunakan 

analasis regresi linear 

berganda. 

- Pemeriksaan pajak 

berpengaruh positif 

terhadap kepatuhan 

wajib pajak. 

- Sanksi perpajakan 

berpengaruh positif 

terhadap kepatuhan 

wajib pajak. 
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2.3 Hipotesis Penelitian 

2.3.1 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Terpaksa Wajib Pajak 

Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh sanksi pajak sebagai faktor 

eksternal. Sanksi pajak memberikan efek negatif kepada wajib pajak sehingga 

sebisa mungkin wajib pajak akan berusaha untuk dapat menghindarinya. Semakin 

wajib pajak mengetahui seberapa tegas sanksi perpajakan diberikan maka 

preferensi risiko wajib pajak terhadap sanksi pajak akan semakin tinggi. Sanksi 

pajak akan menjadi risiko yang umumnya akan dihindari oleh setiap individu. Oleh 

sebab itu semakin tinggi sanksi pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib 

pajak. 

Perilaku yang seseorang didasari faktor internal dan eksternal. Faktor 

internal timbul dari individu itu sendiri sedangkan faktor eksternal didasari oleh 

lingkungan sekitar (Martinko et al., (2011) dalam Putri et al., (2018)). Oleh sebab 

itu, dalam pelaksanaan pembayaran pajak sanksi dapat digunakan guna memaksa 

wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajaknya. 

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Cahyani & Noviari 

(2019) dan Rahayu (2017) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif 

terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, Tene et al., (2017) juga mengemukakan 

bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh 

sebab itu dapat dirumuskan hipotesis penelitian ini adalah: 

H1: Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan terpaksa 

wajib pajak 
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2.3.2 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Terpaksa Wajib 

Pajak 

 Pada dasarnya seseorang melakukan sesuatu hal atau sebuah tindakan 

didasari oleh sebuah dorongan yang mana dorongan itu bisa berasal dari dalam diri 

sendiri maupun dorongan berasal dari lingkungan sekitar. Menurut Martinko et al., 

(2011) dalam Putri et al., (2018) bahwa perilaku yang dilakukan oleh seseorang 

didasari oleh 2 faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari 

individu itu sendiri sedangkan faktor eksternal didasari oleh lingkungan sekitar. 

Faktor eksternal yang mempengaruhi orang membayar pajak salah satunya adalah 

pemeriksaan pajak. 

 Pemeriksaan pajak bertujuan untuk memastikan jumlah yang tertera dalam 

SPT benar dan sesuai dengan jumlah yang harus dibayar dan dilaporkan oleh wajib 

pajak. Individu memiliki kecenderungan risiko untuk menghindari pemeriksaan 

pajak. Pemeriksaan pajak sebisa mungkin dihindari oleh wajib pajak sebab dengan 

adanya pemeriksaan pajak juga cukup menyita waktu dan energi serta dapat terkuat 

kecurangan yang mungkin saja dilakukan oleh perusahaan. 

 Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2017) dan 

layata & Setiawan (2014) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi 

oleh pemeriksaan pajak. Dari uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis berupa: 

H2: Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan 

terpaksa wajib pajak 
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2.3.3 Pengaruh Coercive Power Terhadap Kepatuhan Terpaksa Wajib 

Pajak 

 Perilaku yang seseorang didasari oleh 2 faktor yaitu faktor internal dan 

eksternal. Faktor internal berasal dari individu itu sendiri sedangkan faktor 

eksternal didasari oleh lingkungan sekitar Martinko et al., (2011) dalam Putri et al., 

(2018). Coercive power menjadi faktor eksternal yang mendorong seseorang untuk 

membayar pajaknya. 

 Coercive power adalah wewenang yang dimiliki oleh otoritas pajak yang 

dapat memaksa wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan dengan kata lain 

dapat memaksa wajib pajak untuk membayar pajaknya. Umumnya individu 

memiliki preferensi risiko yang negatif terhadap coercive power. Oleh sebab itu 

semakin tinggi coercive power maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak 

untuk membayar pajak. 

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Gobena & Van Dijke, 

(2016) menyatakan kepatuhan terpaksa wajib pajak dipengaruhi coercive power. 

Dari uraian diatas, maka dirumuskan hipotesis berupa: 

H3: Coercive power berpengaruh positif terhadap kepatuhan terpaksa 

wajib pajak 

2.4 Kerangka Pemikiran 

 Berdasarkan hipotesis di atas, diperoleh kerangka pemikiran sebagai 

berikut: 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Populasi dan Sampel 

Suatu wilayah dapat dikatakan populasi jika terdiri dari beberapa wilayah 

dengan objek atau pun subjek dengan karakteristik serta kuantitas tertentu yang 

telah ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan selanjutnya ditarik kesimpulan 

(Sujarweni & Endrayanto, 2012). Sebanyak 31.224 UMKM di Kabupaten Sleman 

merupakan populasi dalam penelitian ini. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sujarweni & Endrayanto, 2012). Metode pengumpulan data yang 

digunakan adalah purpose sampling dengan kriteria UMKM yang memiliki omset 

dalam setahun kurang dari Rp 4,8 Milyar sesuai dengan PP No. 23 Tahun 2018. 

Dalam penentuan besarnya sampel penelitian digunakan rumus Slovin 

sebagai berikut: 

𝑛 =  
𝑁

1 + 𝑁𝑒2
 

Dimana: 

n = jumlah elemen / anggota sampel 

N = jumlah elemen / anggota populasi 

e = error level 
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Populasi yang terdapat dalam penelitian ini berjumlah 31.224 Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah (UMKM) dan tingkat error ditentukan sebesar 0.1 atau 10%, 

maka dari itu sampel minimal pada penelitian ini sejumlah : 

n = 31224 / 1+ 31224 (0.12) = 99,6 dibulatkan menjadi 100 Responden 

Jadi Penelitian ini mengambil sampel sebesar 100 responden dari jumlah 

populasi sebesar 31.224. 

3.2 Definisi dan Pengukuran Variabel 

Segala sesuatu yang dapat menjadi objek pengamatan suatu penelitian 

disebut sebagai variabel. Penelitian ini menggunakan 2 macam variabel, yaitu 

variabel bebas (independent variable) dan variabel terikat (dependent variable). 

Variabel independen yang digunakan adalah sanksi pajak, pemeriksaan pajak, dan 

coercive power. Variabel dependen pada penelitian ini adalah kepatuhan terpaksa 

wajib pajak. 

3.2.1 Variabel Independen 

Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang 

mempengaruhi variabel dependen atau variabel terikat. Penelitian ini menggunakan 

3 variabel Independen, yaitu: 

3.2.1.1 Sanksi Pajak 

Tegasnya sanksi pajak yang berlaku dapat mempengaruhi tingkat 

kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian sebelumnya oleh Cahyani & 
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Noviari (2019) hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa sanksi pajak 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada sektor usaha kecil dan 

menengah. Kuesioner diambil dari penelitian Jayate (2015). 

3.2.1.2 Pemeriksaan Pajak 

Pemeriksaan pajak sepatutnya dihindari oleh wajib pajak sehingga 

dapat mendorong wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajaknya. 

Dalam penelitian sebelumnya oleh layata & Setiawan (2014) hasil dari 

penelitian tersebut menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh 

terhadap kepatuhan wajib pajak. Kuesioner diambil dari penelitian Jayate 

(2015). 

3.2.1.3 Coercive Power 

Coercive power adalah wewenang yang dimiliki oleh otoritas pajak 

yang dapat memaksa wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan. 

Semakin tinggi coercive power maka semakin tinggi tingkat kepatuhan 

wajib pajak untuk membayar pajak. Dalam penelitian sebelumnya oleh 

Gobena & Van Dijke (2016) hasil dari penelitian tersebut menyatakan 

bahwa kepatuhan terpaksa wajib pajak dipengaruhi oleh coercive power. 

Kuesioner diambil dari penelitian Gobena & Van Dijke (2016). 

3.2.2 Variabel Dependen 

Menurut Tiraada (2013) dalam Rahayu (2017), kepatuhan pajak adalah 

ketaatan yang dimiliki oleh seorang terhadap peraturan perundang-undangan 
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perpajakan. Gobena & Van Dijke (2016) menjelaskan kepatuhan pajak dapat 

dibedakan menjadi dua, yaitu yang sifatnya sukarela dan memaksa. Klasifikasi dari 

kepatuhan pajak dilakukan karena adanya kemungkinan perbedaan penyebab antara 

kepatuhan sukarela wajib dan kepatuhan terpaksa wajib pajak. Kepatuhan terpaksa 

wajib pajak pada sektor UMKM yaitu adanya sifat patuh pengusaha wajib pajak 

dalam melaporkan dan membayarkan pajak atas usaha yang dikelolanya. Dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Gobena & Van Dijke (2016) mengembangkan 

variabel ini sebagai variabel dependen. Kuesioner diambil dari penelitian Gobena 

& Van Dijke (2016). 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, metode survei dengan mendistribusikan kuesioner 

baik secara langsung maupun menggunakan google form kepada responden dipilih 

sebagai metode pengumpulan data. Link google form kemudian disebarkan kepada 

responden melalui aplikasi chatting whatsapp dan line baik secara personal maupun 

melalui grup. Hal ini dikarenakan data yang digunakan adalah data primer, yaitu 

data yang secara langsung diperoleh dari responden yang diteliti (Bungin, 2001). 

Penelitian ini menggunakan skala pengukuran variabel dengan skala likert. Ciri 

yang dimiliki skala likert yaitu mempunyai urutan dengan jarak yang sama tetapi 

tidak mempunyai asal mula yang unik. Adapun dalam kuesioner penelitian ini 

digunakan jarak skala antara 1 sampai 4, dimana empat merupakan nilai tertinggi 

dan satu merupakan nilai terendah, dengan rincian sebagai berikut: 

STS : Sangat Tidak Setuju 
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TS : Tidak Setuju 

S : Setuju 

SS : Sangat Setuju 

3.4 Teknik Analisis Data 

Setelah kuesioner disebar dan diisi oleh responden, selanjutnya 

pengumpulan kuesioner dilakukan secara sistematis dan disajikan secara 

informatif, ilmiah, dan dapat dipertanggung jawabkan. Kemudian pengolahan data 

dilakukan secara komprehensif yang sifatnya deskriptif analitik. Pendekatan uji 

statistik Structural Equation Modelling (SEM) dipilih untuk menguji hubungan 

antara variabel. Alat analisis ini dipilih karena setelah menguji dengan 

menggunakan SPSS hasil data yang diperoleh uji multikolinearitas tidak ditemukan 

adanya gejala multikolinearitas tetapi setelah dilakukan uji normalitas hasil yang 

diperoleh tidak normal. Pendekatan SEM merupakan sekumpulan teknik- teknik 

statistikal yang memungkinkan pengujian sebuah rangkaian hubungan yang relatif 

kompleks secara simultan (Ghozali & Latan, 2015).  

3.5 Teknik Pengolahan Data 

3.5.1 Uji Validitas 

Menurut Sujarweni & Endrayanto (2012) uji validitas digunakan untuk 

mengetahui kelayakan butir-butir dalam suatu daftar pertanyaan dalam 

mendefinisikan suatu variabel. Didalam penelitian ini validitas diukur 

menggunakan convergency validity. Convergency validity digunakan untuk 



 

 

36 
 

menggambarkan sejauh mana suatu pengukuran berkorelasi dengan ukuran-ukuran 

lain dalam pengukuran variabel tunggal. Pengukuran convergency validity 

dilakukan berdasarkan nilai loading factor untuk setiap indikator konstruk dimana 

nilai yang baik sebesar 0,7 dan Average Variance Extracted (AVE) harus lebih 

besar dari 0,50 Ghozali & Latan (2015). Namun untuk penelitian awal loading 

factor dengan nilai 0,5-0,6 sudah dianggap cukup (Chin dalam Ghozali & Latan 

(2015). 

3.5.2 Uji Reliabilitas 

Cohen et al. (2007), mendefinisikan bahwa reliabilitas adalah “a synonym 

for consistency and replicability over time, over instruments and over groups of 

respondents”. Hal ini dapat diartikan jika dilakukan penelitian ulang di masa yang 

akan datang, maka hasil yang diperoleh tidak akan berbeda jauh dari penelitian 

sebelumnya dengan catatan metodologi yang digunakan sama. Uji reliabilitas 

digunakan untuk mengetahui ukuran suatu kestabilan dan konsistensi responden 

dalam menjawab hal yang berkaitan dengan konstruk-konstruk pertanyaan yang 

merupakan dimensi waktu variabel dan disusun dalam bentuk kuisioner (Sujarweni 

& Endrayanto, 2012). Unruk menilai uji reliabilitas dalam penelitian ini digunakan 

nilai dari Cronbach’s α dan composite reliability. Uji reliabilitas dinyatakan reliabel 

jika masing-masing uji Cronbach’s α dan composite reliability bernilai lebih besar 

dari 0,70 (Chen et al., 2015). 
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3.5.3 Uji R-Square (R2) 

Besarnya koefisien determinasi R-square digunakan untuk mengukur 

presentasi pengaruh variabel independen terhadap dependen dengan nilai antara 

satu dan nol. Nilai R-Square harus mendekati atau memberikan persentase 

pengaruh yang besar (Ghozali & Latan, 2015). 

3.6 Uji Hipotesis 

Hipotesis diuji dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan 

program Smart PLS 3.0 M3. Hipotesis diuji dengan mengacu pada nilai path 

coefficients. Apabila nilai koefisien yang ditunjukkan oleh original sample positif 

maka terdapat hubungan positif antara variabel dan sebaliknya. Selain itu, untuk 

mengetahui pengaruh antara variabel, peneliti dapat melakukan perbandingan nilai 

antara P-value dengan tingkat signifikansi yang digunakan. Dalam penelitian ini, 

tingkat signifikansi yang digunakan sebesarα = 5%. 

3.7 Hipotesis Operasional 

1. Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan terpaksa wajib pajak 

Ho2; β2 ≤ 0 : Sanksi pajak tidak berhubungan positif terhadap kepatuhan terpaksa 

wajib pajak 

Ha2; β2 ≥ 0 : Sanksi pajak berhubungan positif terhadap kepatuhan terpaksa wajib 

pajak  
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2. Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan terpaksa wajib 

pajak 

Ho3; β3 ≤ 0 : Pemeriksaan Pajak tidak berhubungan positifterhadap kepatuhan 

terpaksa wajib pajak 

Ha3; β3 ≥ 0 : Pemeriksaan Pajak berhubungan positifterhadap kepatuhan terpaksa 

wajib pajak 

3. Coercive power berpengaruh positif terhadap kepatuhan terpaksa wajib pajak 

Ho4; β4 ≤ 0 : Coercive power tidak berhubungan positif terhadap kepatuhan 

terpaksa wajib pajak 

Ha4; β4 ≥ 0 : Coercive power berhubungan positif terhadap kepatuhan terpaksa 

wajib pajak 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Data Hasil Pengumpulan 

Penelitian ini menggunakan wajib pajak pelaku Usaha Mikro Kecil Dan 

Menengah (UMKM) di Kabupaten Sleman yang termasuk dalam kriteria PP Nomor 

23 tahun 2018 yang memiliki omset tidak lebih dari Rp 4,8 Milyar dalam satu tahun 

pajak sebagai sampel penelitian. Untuk mendapatkan data peneliti menyebarkan 

kuesioner menggunakan google form. Google form digunakan karena dapat 

memberikan keefektivan dalam pengambilan data. Pada penelitian ini peneliti 

mengumpulkan data sebanyak 100 responden. 

4.2 Analisis Deskriptif 

4.2.1 Jenis Kelamin 

 Bersumber pada hasil kuesioner yang telah disebar, responden dalam 

penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagaimana yang ditunjukkan Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 

Jenis Kelamin Responden 

Jenis Kelamin Jumlah Presentase 

Laki-Laki 58 58 % 

Perempuan 42 42 % 

Total 100 100 % 

Sumber: Data Primer Diolah, 2020 

Diketahui bahwa jumlah laki-laki sebesar 58 orang atau sebesar 58%. 

Sementara jumlah perempuan sebesar 42 orang atau sebesar 42%. 
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4.2.2 Usia Responden 

 Bersumber pada hasil kuesioner yang telah disebar peneliti mendapatkan 

bahwa usia responden dapat diklasifikasikan pada tabel 4.2 sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Usia Responden 

Usia Jumlah Presentase 

≤ 20 tahun 5 5% 

21-30 tahun 53 53 % 

31-40 tahun 17 17 % 

41-50 tahun 15 15 % 

51- 60 tahun 10 10% 

Total 100 100 % 

Sumber: Data Primer Diolah, 2020 

Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa mayoritas adalah berusia 21-30 

tahun atau 53%. Selanjutnya usia ≤ 20 tahun sejumlah 5 responden atau 5% ,usia 

31-40 tahun sejumlah 17 responden atau 17% dan usia 41-50 tahun sejumlah 15 

responden atau sejumlah 15% dan usia 51- 60 tahun sejumlah 10 responden atau 

10%. 

4.2.3 Omset Per bulan Responden 

Berdasarkan omset per bulan, responden dalam penelitian ini 

diklasifikasikan pada tabel 4.3 sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Omset Per bulan Responden 

Omset Per bulan Jumlah Presentase 

≤ Rp 5.000.000 25 25% 
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Rp 5.000.000 s/d Rp 10.000.000 34 34% 

Rp 10.000.000 s/d Rp. 20.000.000 28 28% 

> Rp. 20.000.000 13 13% 

Total 100 100 % 

Sumber: Data Primer Diolah, 2020 

Berdasarkan hasil kuesioner ditemukan bahwa mayoritas penghasilan 

responden dalam penelitian ini adalah Rp 5.000.000 s/d Rp 10.000.000 yaitu 

sebesar 34 %. 

4.2.4 Lama Usaha Dijalani 

Berdasarkan lama usaha yang dijalani, responden dalam penelitian ini 

diklasifikasikan pada tabel 4.4 sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

Lama Usaha Dijalani 

Lama Usaha Jumlah Presentase 

< 2 Tahun 29 29% 

2 – 4 Tahun 32 32% 

4 – 6 Tahun 19 19% 

6 – 8 Tahun 11 11% 

> 8 Tahun 9 9% 

Total 100 100 % 

Sumber: Data Primer Diolah, 2020 

 Berdasarkan hasil kuesioner ditemukan bahwa mayoritas lama usaha yang 

dijalani oleh responden dalam penelitian ini adalah sekitar 2 – 4 tahun atau sebesar 

32%. 
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4.3 Uji Validitas 

Dalam penelitian ini uji validitas dilakukan dengan uji convergency validity. 

Dimana hasil convergency validity diukur dengan nilai loading dan AVE diatas 0,5. 

Dimana hasil loading dan AVE masing-masing dapat dilihat di tabel 4.5 dan 4.6 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Validitas 

Variabel Item 

Nilai 

Loading 

Sanksi Pajak SP 1 0,777 
 SP 2 0,831 
 SP 3 0,863 
 SP 4 0,728 

Pemeriksaan Pajak  PP 1 0,792 

PP 2 0,857 

PP 3 0,836 

PP 4 0,801 

Coercive Power  CP 1 0,726 

CP 2 0,726 

CP 3 0,817 

CP 4 0,812 

CP 5 0,808 

Kepatuhan Terpaksa 

Wajib Pajak  
KP 1 0,788 

KP 2 0,813 

KP 3 0,769 

KP 4 0,810 

Sumber: Data Primer Diolah, 2020 

Dari hasil yang ada pada Tabel 4.4 dan Tabel 4.5 didapatakan nilai loading 

dan AVE setiap konstruk bernilai diatas 0,5. 

Tabel 4. 6 

Nilai AVE 

Konstruk Nilai AVE 

Sanksi Pajak (SP) 0,643 
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Pemeriksaan Pajak (PP) 0,676 

Coercive Power (CP) 0,607 

Kepatuhan Terpaksa Wajib Pajak (KP) 0,633 

Sumber : Hasil olah data, 2020 

Penelitian ini memenuhi uji convergency validity yang ditunjukkan dalam 

Tabel 4.5 dan Tabel 4.6. 

4.4 Uji Reliabilitas 

Dalam melakukan uji reliabilitas digunakan composite reliability dan 

cronbach’s α. Sebuah variabel dinyatakan reliabel jika composite reliability dan 

cronbach’s α bernilai diatas 0,7. Hasil dari composite reliability dan cronbach’s α 

dapat dilihat pada Tabel 4.7. 

Tabel 4.7 

Nilai composite reliability dan cronbach’s α 

Konstruk Composite Reliability  Cronbach’s α 

Sanksi Pajak (SP) 0,877 0,815 

Pemeriksaan Pajak (PP) 0,893 0,840 

Coercive Power (CP) 0,885 0,838 

Kepatuhan Terpaksa Wajib Pajak (KP) 0,873 0,807 

Sumber: Hasil Olah Data, 2020 

Hasil uji reliabilitas yang ditunjukkan dalam Tabel 4.6 menunjukkan bahwa 

nilai composite reliability dan cronbach’s α untuk 4 variabel lebih besar dari 0,7. 

Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memenuhi uji reliabiliti. 

4.5 Uji R-Square (R2) 

Untuk mengetahui hubungan antarvariabel maka dilakukan uji R-Square. 

Dalam penelitian ini hasil uji R-Square ditunjukkan dalam tabel 4.8. 
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Tabel 4. 8 

Nilai R-Square 

Kepatuhan Terpaksa Wajib Pajak (KP) 0,469 

Sumber : Hasil Olah Data,2020 

Dari hasil tabel 4.7 didapatkan nilai R-Square untuk variabel Kepatuhan 

Terpaksa Wajib Pajak (KP) sebesar 0,469. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel 

Sanksi Pajak (SP), Pemeriksaan Pajak (PP), dan Coercive Power (CP) dapat 

menjelaskan Kepatuhan Terpaksa Wajib Pajak sebesar 46,9%. Dari nilai R-Square 

jika suatu nilai mendekati satu maka suatu model yang digunakan dapat 

menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependen dengan lebih baik. 

Gambar 4.1 

Nilai R-square 

 

 

 

 

 

Sumber : Hasil Olah Data,2020 

4.6 Uji Hipotesis 

Hipotesis diuji dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan 

program Smart PLS 3.0 M3. Hipotesis diuji dengan mengacu pada nilai path 

Sanksi Pajak 

Pemeriksaan 

Pajak 

Coercive 

Power 

Kepatuhan 

Terpaksa Wajib 

Pajak 

R2 = 0,469 
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coefficients. Apabila original sample menunjukkan nilai koefisien positif maka 

terdapat hubungan positif antara variabel dan sebaliknya. Selain itu, untuk 

mengetahui pengaruh antara variabel, peneliti dapat melakukan perbandingan nilai 

antara P-value dengan tingkat signifikansi yang digunakan. Dalam penelitian ini, 

tingkat signifikansi yang digunakan sebesarα = 5%. 

Didalam penilitian ini jika nilai P-Value lebih rendah dari α atau kurang dari 

5%, maka suatu pengaruh antar variabel dapat dibuktikan. Dalam penilitan ini hasil 

pengujian hipotesis dapat dilihat di tabel 4.9. 

Tabel 4. 9  

Hasil Path Coefficients 

 Original Sample P Values 

Sanksi Pajak > Kepatuhan Terpaksa Wajib 

Pajak 
0,056 0,671 

Pemeriksaan Pajak > Kepatuhan Terpaksa 

Wajib Pajak 
0,318 0,011 

Coercive Power> Kepatuhan Terpaksa 

Wajib Pajak 
0,418 0,000 

Sumber : Hasil Olah Data,2020 

Bersumber dari hasil uji pada tabel 4.8 dapat diperoleh kesimpulan berupa: 

a. Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan terpaksa wajib 

pajak (Hipotesis 1) 

Didalam penelitian ini sanksi pajak yang dihubungkan dengan 

kepatuhan terpaksa wajib pajak menunjukkan nilai original sample dan P 

Value sebesar 0,056 dan 0,671. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat 

hubungan antara variabel sanksi pajak dengan kepatuhan terpaksa wajib 
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pajak. Kesimpulan ini dapat diambil karena nilai dari original sample 

bernilai positif dimana bernilai 0,056 dan nilai P value bernilai 0,671 

dimana lebih besar dari 0,05. Oleh sebab itu dari penilitian ini didapatkan 

bahwa Hipotesis pertama tidak didukung oleh data, sehingga, sanksi 

pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan terpaksa wajib pajak. 

b. Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan terpaksa 

wajib pajak (Hipotesis 2) 

Didalam penelitian ini pemeriksaan pajak yang dihubungkan dengan 

kepatuhan terpaksa wajib pajak menunjukkan nilai original sample dan P 

value sebesar 0,318 dan 0,011. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan antara variabel pemeriksaan pajak dengan variabel kepatuhan 

terpaksa wajib pajak. Kesimpulan ini dapat diambil karena nilai dari 

original sample bernilai positif dimana bernilai 0,318 dan nilai P value 

bernilai 0,011 dimana lebih kecil dari 0,05. Oleh sebab itu dari penilitian 

ini didapatkan bahwa Hipotesis kedua didukung oleh data, artinya 

Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan terpaksa wajib 

pajak. 

c. Coercive power berpengaruh positif terhadap kepatuhan terpaksa 

wajib pajak (Hipotesis 3) 

Didalam penelitian ini coercive power yang dihubungkan dengan 

kepatuhan terpaksa wajib pajak menunjukkan nilai original sample dan P 

Value sebesar 0,418 dan 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan antara variabel coercive power dengan variabel kepatuhan 
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terpaksa wajib pajak. Kesimpulan ini dapat diambil karena nilai dari 

original sample bernilai positif dimana bernilai 0,418 dan nilai P value 

bernilai 0,000 dimana lebih kecil dari 0,05. Oleh sebab itu dari penilitian 

ini didapatkan bahwa Hipotesis ketiga didukung oleh data, artinya 

Coercive power berpengaruh positif terhadap kepatuhan terpaksa wajib 

pajak. 

4.7 Pembahasan Hasil Penelitian 

4.7.1 Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan terpaksa wajib 

pajak 

Didalam penelitian ini didapatkan hasil berupa sanksi pajak tidak 

berpengaruh terhadap kepatuhan terpaksa wajib pajjak. Hal ini dibuktikan dengan 

nilai signifikansi sebesar 0,671 dan nilai original sample sebesar 0,056 

menunjukkan arah positif. Oleh sebab itu hipotesis terkait sanksi pajak terhadap 

kepatuhan terpaksa wajib pajak tidak terbukti dan gagal diterima.  

Hal ini dapat terjadi dikarenakan minimnya pengetahuan wajib pajak 

terhadap sanksi pajak (Ningsih & Rahayu, 2013). Sanksi pajak diterapkan dengan 

tujuan untuk memberikan efek jera kepada para pelanggar pajak. Namun, minimnya 

pengetahuan terhadap sanksi pajak dapat mengakibatkan adanya anggapan bahwa 

sanksi bukan hal yang menakutkan dan perlu untuk dihindari sehingga dapat 

mencegah ketidakpatuhan wajib pajak (Masruroh & Zulaikha, 2013). Sementara 

menurut Permatasari (2016) adanya perbedaan lokasi mengakibatkan adanya 

perbedaan perilaku responden dan pengetahuannya terhadap pajak. Selain itu, 

kemungkinan kurang tepatnya pemilihan pertanyaan dalam kuesioner yang terlalu 
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normatif dapat mengakibatkan jawaban responden yang normatif juga. 

Oleh sebab itu, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitiansebelumnya 

yang dilakukan oleh Masruroh & Zulaikha (2013), Ningsih & Rahayu, (2013) dan 

Permatasari (2016) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh 

terhadap kepatuhan wajib pajak. 

4.7.2 Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan terpaksa 

wajib pajak 

Hasil uji hipotesis pada Tabel 4.9 menunjukkan bahwa nilai signifikansi 

sebesar 0,11 dan nilai original sample sebesar 0,318 menunjukkan arah positif. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif 

terhadap kepatuhan terpaksa wajib pajak, sehingga semakin tinggi pemeriksaan 

pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Maka hipotesis terkait 

pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan terpaksa wajib pajak terbukti dan diterima. 

Pemeriksaan pajak merupakan faktor eksternal yang timbul dari luar wajib 

pajak, sebagaimana yang dijelaskan teori atribusi. Pemeriksaan pajak merupakan 

hal yang berusaha dihindari oleh wajib pajak. Hal ini dikarenakan membutuhkan 

waktu yang tidak sebentar dalam pelaksanaannya juga adanya kemungkinan 

ditemukan kecurangan-kecurangan yang telah dilakukan oleh perusahaan. Oleh 

sebab itu pemeriksaan pajak mampu mencegah wajib pajak yang tidak patuh. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu 

(2017) dan layata & Setiawan (2014) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak 

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 
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4.7.3 Coercive power berpengaruh positif terhadap kepatuhan terpaksa 

wajib pajak. 

Hasil uji hipotesis berdasarkan pada Tabel 4.9 menunjukkan bahwa nilai 

signifikansi sebesar 0,000 dan nilai original sample sebesar 0,418 yang 

menunjukkan arah positif. Dapat disimpulkan bahwa coercive power memiliki 

pengaruh yang positif terhadap kepatuhan terpaksa wajib pajak, sehingga semakin 

tinggi coercive power maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Oleh 

sebab itu, hipotesis terkait pengaruh coercive power terhadap kepatuhan terpaksa 

wajib pajak terbukti dan diterima. 

Wewenang yang dimiliki oleh otoritas pajak, dalam hal ini adalah Dirjen 

Pajak dianggap mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Coerciver power 

dapat memberikan risiko surat paksa, pemeriksaan, dan beragam kebijakan 

perpajakan yang dianggap mampu untuk memaksa wajib pajak untuk patuh. 

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Gobena & Van Dijke 

(2016) dimana coercive power berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 

  



 

 

50 
 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini guna mengalisis pengaruh sanksi 

pajak, pemeriksaan pajak, dan coercive power terhadap kepatuhan terpaksa wajib 

pajak. 

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan terpaksa wajib pajak. 

2. Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan terpaksa 

wajib pajak. Semakin tinggi pemeriksaan pajak maka semakin tinggi 

tingkat kepatuhan terpaksa wajib pajak. 

3. Coercive power berpengaruh positif terhadap kepatuhan terpaksa wajib 

pajak. Bahwa semakin tinggi coercive power maka semakin tinggi 

tingkat kepatuhan terpaksa wajib pajak. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Hasil analisis dan kesimpulan dalam penelitian ini memiliki keterbatasan 

yang kemungkinan dapat mempengaruhi hasil dari penelitan yang ingin dicapai. 

Berikut adalah keterbatasan dalam penelitian ini: 



 

 

51 
 

1. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer kuesioner, 

sehingga memungkinan responden tidak bersungguh-sungguh atau tidak 

paham dalam mengisi dan menjawab pertanyaan kuesioner penelitian ini. 

2. Terbatasnya variabel yang digunakan dalam penelitian ini sedangkan 

masih terdapat variabel yang dapat mempengaruhi kepatuhan terpaksa 

wajib pajak. 

5.3 Saran 

Dari hasil analisis dan penelitian yang dilakukan, berikut adalah beberapa 

saran yang dapat dilakukan pada penelitan selanjutnya, yaitu : 

1. Penelitian selanjutkan disarankan menambahkan faktor lain atau variabel 

yang dapat mempengaruhi kepatuhan terpaksa wajib pajak, seperti surat 

paksa dan penagihan pajak. 

2. Diharapkan untuk memperluas objek penelitan tidak hanya Kabupaten 

Sleman, tetapi meluas ke daerah-daerah lainnya sehingga dapat 

menggambarkan keadaan secara menyeluruh mengenai tingkat 

kepatuhan terpaksa wajib pajak pelaku UMKM baik di Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta maupun di Indonesia. 

5.4 Implikasi Penelitian 

1. UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) 

Diharapkan dapat menambah wawasan pelaku UMKM terhadap 

peraturan perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 
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2. Pemerintah 

Diharapkan dapat menjadi rujukan guna menyusun kebijakan 

perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan terpaksa wajib pajak, sehingga 

dapat memaksimalkan pendapatan negara dari sektor UMKM. 

3. Akademisi dan Peneliti selanjutnya 

Hasil penelian ini diharapkan mampu menjadi referensi dan 

menambah wawasan dalam bidang perpajakan terkait sektor UMKM serta 

dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. 
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LAMPIRAN 1 

KUESIONER PENELITIAN 

 

Kepada Yth. 

Bapak/Ibu/Saudara/i  

Di Tempat 

 

Dengan hormat, 

Perkenankanlah saya, Arini Dwi Pratiwi Mahasiswa Jurusan Akuntansi 

Universitas Islam Indonesia, pada saat ini sedang mengadakan penelitian dalam 

rangka penyusunan penelitian dengan judul:  

“Pengaruh Sanksi Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Coercive Power 

Terhadap Kepatuhan Terpaksa Wajib Pajak” 

(Studi kasus pada wajib pajak UMKM di Kabupaten Sleman) 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sanksi pajak, pemeriksaan pajak, 

dan coercive power. 

Sehubungan dengan maksud di atas, saya sangat mengharapkan bantuan 

saudara untuk bersedia mengisi instrumen penelitian ini sesuai dengan pendapat 

dan pengalaman yang dimiliki. Instrumen ini dirancang sedemikian rupa sehingga 

tidak seorangpun dapat menelusuri sumber informasinya. Oleh karena itu saudara 

dapat di harapkan dapat memberikan jawaban sejujur-jujurnya sesuai dengan 

dengan keadaan sesungguhnya, dan jawaban tersebut tidak berpengaruh terhadap 

kondisi saudara. 

Bantuan dan partisipasi saudara merupakan sumbangan yang sangat 

berharga bagi terselenggaranya penelitian ilmiah ini. Dan untuk itu semuanya saya 

ucapkan terima kasih. 

  Hormat Saya, 

 

 

Arini Dwi Pratiwi 
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KUESIONER 

 

A. IDENTITAS RESPONDEN 

Petunjuk: Bapak/Ibu/Saudara/i cukup memberi tanda silang (X) atau centang (√) 

pada kolom yang sesuai. 

 

1. Nama Responden :………………………………………… 

 

2. Jenis Kelamin 

 Laki-laki 

 Perempuan 

 

3. Usia 

 ≤ 20 tahun 

 21-30 tahun 

 31-40 tahun 

 41-50 tahun 

 51- 60 tahun 

 ≥ 61 tahun 

 

4. Lama Usaha Di jalani 

 < 2Tahun 

 2 – 4 Tahun 

 4 – 6 Tahun    

 6 – 8 Tahun 

 > 8 Tahun 
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5. Penghasilan dalam sebulan 

 ≤ Rp 5.000.000   

 Rp 5.000.000 s/d Rp 10.000.000 

 Rp 10.000.000 s/d Rp. 20.000.000 

 > Rp. 20.000.000 

 

 

B. PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER 

 

1. Bacalah setiap pernyataan dengan teliti dan seksama. 

2. Isilah dengan jujur sesuai dengan kenyataan yang ada pada diri anda. 

3. Berilah tanda silang (X) atau centang (√) pada jawaban yang anda 

anggap benar. 

4. Kuesioner ini dapat digunakan secara optimal bila seluruh 

pertanyaan terjawab, karena itu mohon diteliti kembali apakah 

semua pertanyaan telah terjawab. 

5. Keterangan : 

  SS : Sangat Setuju 

  S : Setuju 

  TS : Tidak Setuju 

  STS : Sangat Tidak Setuju 
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C. KUISIONER PENELITIAN 

Sanksi Pajak 

 

Pemeriksaan Pajak                    

 

Bagian I :  Sanksi Pajak 

Kode : SP 

STS TS S SS 

1. Menurut saya penerapan sanksi pajak 

saat ini sudah tepat 

    

2.  Menurut saya pelaksanaan sanksi 

perpajakan yang berlaku sudah sesuai 

dengan peraturan 

    

3.  Menurut saya sanksi perpajakan yang 

berlaku  dapat membuat jera para 

pelanggar peraturan perpajakan 

    

4. Menurut saya sanksi pajak dapat 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak 

    

Bagian I :  Pemeriksaan Pajak                    

Kode : PP 

STS TS S SS 

1. Menurut saya peraturan mengenai tata 

cara pemeriksaan pajak saat ini sudah 

tepat 

    

2.  Menurut saya pelaksanaan pemeriksaan 

pajak saat ini sudah sesuai dengan 

peraturan yang berlaku 

    

3.  Menurut saya pemeriksaan pajak dapat 

membuat jera Wajib Pajak yang 

melakukan manipulasi data 

perpajakannya 

    

4. Menurut saya pemeriksaan pajak dapat 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak 
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Coercive Power                    

 

Kepatuhan Wajib Pajak 

 

 

 

Bagian I :  Coercive Power                    

Kode : CP 

STS TS S SS 

1. Dirjen pajak mempunyai wewenang 

penuh untuk memberikan sanksi pajak 

    

2.  Dirjen pajak segera melakukan 

penyelidikan ketika menemukan sesuatu 

yang tidak wajar 

    

3.  Dirjen pajak memiliki pengaruh  yang 

besar untuk memaksa wajib pajak untuk 

mematuhi aturan perpajakan 

    

4. Dirjen Pajak menganggap wajib pajak 

cenderung menghindari pajak jika ada 

kesempatan 

    

5. Dirjen pajak bersikap tegas dalam 

memberikan sanksi perpajakan. 

    

Bagian I :   Kepatuhan Wajib Pajak 

Kode : KP 

STS TS S SS 

1. Saya membayar pajak karena 

UU/peraturan memaksa saya 

    

2.  Saya membayar pajak meskipun saya 

lebih suka untuk tidak membayar pajak 

    

3.  Saya membayar pajak karena tidak tahu 

bagaimana cara menghindari pajak tanpa 

diketahui Dirjen Pajak 

    

4. Saya membayar pajak setelah saya 

banyak memikirkan bagaimana saya bisa 

mengurangi/menghindari beban pajak 

secara legal 
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Google Form 
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LAMPIRAN 2 

Hasil Kuesioner 

1. Sanksi Pajak 

No 
Sanksi Pajak 

SP1 SP2 SP3 SP4 TO 

1 3 3 3 3 12 

2 2 4 2 1 9 

3 3 3 3 4 13 

4 4 3 4 3 14 

5 4 4 4 3 15 

6 3 3 3 3 12 

7 3 3 3 3 12 

8 3 3 3 3 12 

9 3 3 2 2 10 

10 3 4 3 3 13 

11 2 2 2 3 9 

12 3 3 4 4 14 

13 3 3 3 3 12 

14 3 2 4 2 11 

15 4 4 3 4 15 

16 3 3 3 3 12 

17 2 2 3 2 9 

18 3 3 4 4 14 

19 3 3 3 3 12 

20 3 3 4 4 14 

21 4 4 4 4 16 

22 2 2 2 2 8 
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23 2 3 3 3 11 

24 3 3 3 3 12 

25 2 3 2 4 11 

26 3 2 3 4 12 

27 3 3 3 3 12 

28 3 3 2 3 11 

29 3 2 2 2 9 

30 4 4 3 4 15 

31 3 3 3 3 12 

32 3 3 2 3 11 

33 3 2 2 2 9 

34 2 3 3 3 11 

35 3 2 2 2 9 

36 3 2 2 2 9 

37 3 3 3 3 12 

38 4 2 3 4 13 

39 3 3 3 3 12 

40 3 3 4 3 13 

41 2 2 2 4 10 

42 4 4 4 4 16 

43 3 3 3 3 12 

44 3 3 3 2 11 

45 3 2 2 3 10 

46 3 3 3 3 12 

47 2 3 3 3 11 

48 3 4 4 3 14 

49 3 3 2 3 11 
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50 2 2 2 3 9 

51 3 3 3 3 12 

52 3 3 3 3 12 

53 3 3 3 4 13 

54 3 3 3 3 12 

55 2 2 2 2 8 

56 2 2 2 2 8 

57 4 3 3 3 13 

58 3 3 3 3 12 

59 2 3 3 2 10 

60 3 3 3 3 12 

61 2 3 2 2 9 

62 2 2 2 3 9 

63 2 2 2 3 9 

64 3 4 4 3 14 

65 4 3 3 3 13 

66 2 3 3 3 11 

67 3 3 3 3 12 

68 3 3 3 2 11 

69 3 4 3 3 13 

70 3 4 4 4 15 

71 3 3 3 3 12 

72 4 3 3 4 14 

73 1 2 2 1 6 

74 1 1 1 1 4 

75 2 2 2 2 8 

76 2 2 2 2 8 
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77 3 3 3 3 12 

78 3 3 3 3 12 

79 3 3 3 3 12 

80 3 1 1 3 8 

81 3 3 3 3 12 

82 2 2 2 2 8 

83 3 3 3 3 12 

84 3 2 2 2 9 

85 3 3 3 3 12 

86 3 3 3 4 13 

87 3 3 2 3 11 

88 3 3 3 3 12 

89 3 3 2 2 10 

90 3 4 3 3 13 

91 3 3 3 3 12 

92 4 3 3 3 13 

93 2 2 2 2 8 

94 4 3 3 3 13 

95 4 3 3 3 13 

96 2 3 3 2 10 

97 3 3 3 3 12 

98 2 3 2 2 9 

99 2 2 2 3 9 

100 2 2 2 3 9 

 

 

 



 

 

70 
 

2. Pemeriksaan Pajak 

No 
Pemeriksaan Pajak 

PP1 PP2 PP3 PP4 TO 

1 3 3 3 4 13 

2 2 4 4 1 11 

3 3 3 4 4 14 

4 4 3 3 3 13 

5 4 3 4 4 15 

6 3 3 3 3 12 

7 3 3 3 3 12 

8 3 3 3 3 12 

9 3 3 2 3 11 

10 4 3 2 3 12 

11 3 3 3 3 12 

12 3 3 4 4 14 

13 2 3 4 3 12 

14 2 3 2 3 10 

15 3 4 4 3 14 

16 3 3 3 3 12 

17 2 2 2 3 9 

18 2 2 2 3 9 

19 3 3 3 3 12 

20 3 3 4 4 14 

21 4 4 4 4 16 

22 2 3 2 1 8 

23 2 2 3 3 10 

24 3 3 3 3 12 

25 3 3 3 3 12 
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26 3 2 2 3 10 

27 3 3 3 3 12 

28 3 3 3 3 12 

29 3 2 2 2 9 

30 4 4 3 3 14 

31 3 3 3 3 12 

32 3 3 3 3 12 

33 2 2 3 2 9 

34 3 3 3 3 12 

35 2 2 2 3 9 

36 2 2 2 2 8 

37 3 3 3 3 12 

38 4 4 4 4 16 

39 3 3 3 3 12 

40 3 3 4 3 13 

41 4 4 4 4 16 

42 4 4 4 3 15 

43 3 3 4 4 14 

44 3 3 3 4 13 

45 3 3 3 3 12 

46 3 3 4 3 13 

47 3 3 2 3 11 

48 3 3 3 3 12 

49 3 3 3 3 12 

50 3 3 3 3 12 

51 3 3 3 3 12 

52 3 4 4 4 15 
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53 4 4 4 4 16 

54 3 3 3 3 12 

55 3 3 3 3 12 

56 2 2 2 2 8 

57 2 2 3 2 9 

58 3 3 3 3 12 

59 3 3 3 2 11 

60 3 3 3 4 13 

61 3 3 3 3 12 

62 2 3 3 3 11 

63 2 3 3 3 11 

64 4 3 3 3 13 

65 3 3 4 4 14 

66 3 3 2 2 10 

67 3 3 3 3 12 

68 3 3 2 3 11 

69 4 4 4 4 16 

70 3 3 4 4 14 

71 3 4 4 4 15 

72 3 3 4 3 13 

73 2 4 4 4 14 

74 1 1 1 1 4 

75 2 2 2 2 8 

76 2 2 4 4 12 

77 3 3 3 3 12 

78 3 3 3 3 12 

79 3 3 3 3 12 
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80 2 2 3 3 10 

81 3 3 3 3 12 

82 2 3 2 2 9 

83 4 3 4 4 15 

84 2 2 2 2 8 

85 3 3 3 3 12 

86 4 3 3 3 13 

87 3 3 3 3 12 

88 4 4 4 4 16 

89 2 2 3 2 9 

90 3 3 4 3 13 

91 3 3 3 3 12 

92 3 4 4 4 15 

93 2 2 2 2 8 

94 2 2 3 2 9 

95 3 3 3 3 12 

96 3 3 3 2 11 

97 3 3 3 4 13 

98 3 3 3 4 13 

99 2 3 3 3 11 

100 2 3 3 3 11 

 

3. Coercive Power 

No 
Coercive Power  

CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 T0 

1 4 4 4 4 4 20 

2 4 4 4 4 4 20 

3 3 3 4 2 3 15 
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4 4 3 4 4 4 19 

5 3 3 3 3 4 16 

6 3 3 3 3 3 15 

7 3 3 2 2 3 13 

8 3 3 2 2 3 13 

9 3 3 2 3 3 14 

10 3 4 4 4 4 19 

11 3 3 3 3 3 15 

12 4 4 4 3 4 19 

13 3 3 3 4 3 16 

14 3 3 4 3 2 15 

15 4 4 3 4 4 19 

16 2 3 3 2 3 13 

17 3 3 3 3 2 14 

18 4 4 4 3 3 18 

19 4 4 4 3 4 19 

20 4 4 4 3 3 18 

21 1 4 4 2 3 14 

22 2 2 2 2 3 11 

23 4 4 4 4 4 20 

24 3 3 3 2 3 14 

25 3 4 4 3 3 17 

26 3 4 4 3 4 18 

27 4 4 4 4 4 20 

28 2 2 2 3 3 12 

29 3 2 3 2 2 12 

30 3 3 3 3 4 16 
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31 3 3 3 3 3 15 

32 3 3 3 3 2 14 

33 3 3 2 2 2 12 

34 3 2 3 2 3 13 

35 3 4 4 3 2 16 

36 2 2 2 2 2 10 

37 3 2 3 3 2 13 

38 4 4 4 4 4 20 

39 3 3 3 3 3 15 

40 3 4 3 4 3 17 

41 3 3 2 2 2 12 

42 4 4 4 4 4 20 

43 3 4 3 4 3 17 

44 3 3 3 3 3 15 

45 3 3 3 3 3 15 

46 4 3 3 3 3 16 

47 3 3 3 2 2 13 

48 3 3 3 4 3 16 

49 4 4 3 3 3 17 

50 2 3 2 2 2 11 

51 3 3 3 3 3 15 

52 4 4 4 4 4 20 

53 3 4 3 3 3 16 

54 4 3 3 3 3 16 

55 3 3 2 3 3 14 

56 3 3 2 2 2 12 

57 3 2 3 3 2 13 
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58 3 3 3 3 3 15 

59 3 3 2 3 3 14 

60 4 3 4 2 3 16 

61 3 3 3 3 3 15 

62 3 3 2 2 3 13 

63 2 4 2 3 2 13 

64 3 3 3 3 4 16 

65 4 4 4 4 4 20 

66 3 3 2 2 2 12 

67 3 3 3 3 3 15 

68 3 3 3 3 3 15 

69 3 3 3 3 3 15 

70 4 3 3 3 3 16 

71 3 3 3 3 3 15 

72 3 3 4 4 4 18 

73 1 4 2 2 4 13 

74 2 3 2 2 2 11 

75 2 2 2 2 2 10 

76 2 2 2 2 2 10 

77 3 3 3 3 3 15 

78 3 3 3 3 3 15 

79 3 3 3 3 3 15 

80 2 3 2 1 2 10 

81 3 3 3 3 3 15 

82 3 3 3 3 3 15 

83 3 3 4 4 3 17 

84 2 2 2 2 2 10 
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85 3 3 3 3 3 15 

86 3 4 3 3 4 17 

87 3 3 3 3 3 15 

88 4 4 3 4 3 18 

89 2 2 2 3 2 11 

90 3 3 3 3 2 14 

91 3 3 3 3 3 15 

92 3 3 3 4 4 17 

93 3 3 2 2 2 12 

94 3 2 3 3 2 13 

95 3 3 3 3 3 15 

96 3 3 2 3 3 14 

97 4 3 4 2 3 16 

98 3 4 3 3 3 16 

99 3 3 2 2 3 13 

100 2 4 2 3 2 13 

 

4. Kepatuhan Terpaksa Wajib Pajak 

No 
Kepatuhan Terpaksa Wajib Pajak 

KP1 KP2 KP3 KP4 TO 

1 2 2 2 2 8 

2 4 4 2 4 14 

3 3 4 1 3 11 

4 3 3 4 4 14 

5 4 4 3 3 14 

6 3 3 3 3 12 

7 2 2 2 2 8 

8 2 2 2 2 8 
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9 2 2 3 1 8 

10 3 4 3 4 14 

11 3 4 3 3 13 

12 4 3 2 2 11 

13 2 2 2 2 8 

14 3 3 2 2 10 

15 3 4 4 4 15 

16 2 2 2 2 8 

17 3 4 2 3 12 

18 4 3 2 2 11 

19 3 3 3 3 12 

20 4 2 4 4 14 

21 3 3 3 3 12 

22 2 2 2 2 8 

23 4 4 3 4 15 

24 2 2 2 2 8 

25 2 3 3 3 11 

26 3 3 3 3 12 

27 3 3 3 3 12 

28 4 3 2 2 11 

29 3 2 2 2 9 

30 3 3 3 3 12 

31 3 3 3 3 12 

32 3 4 3 4 14 

33 2 3 2 2 9 

34 3 3 2 3 11 

35 3 3 3 2 11 
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36 2 2 2 2 8 

37 3 3 3 3 12 

38 3 3 3 3 12 

39 2 2 2 2 8 

40 3 3 4 4 14 

41 2 2 2 2 8 

42 4 4 3 4 15 

43 3 3 3 4 13 

44 3 3 3 3 12 

45 4 4 3 3 14 

46 3 4 4 3 14 

47 3 2 2 3 10 

48 4 3 3 3 13 

49 3 3 3 2 11 

50 3 2 3 3 11 

51 3 3 3 3 12 

52 3 3 4 4 14 

53 3 4 4 4 15 

54 3 3 3 3 12 

55 2 2 2 3 9 

56 2 2 2 2 8 

57 3 2 2 3 10 

58 3 3 3 3 12 

59 3 3 2 3 11 

60 4 3 3 3 13 

61 3 3 2 3 11 

62 2 2 2 3 9 
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63 2 2 3 4 11 

64 3 3 4 3 13 

65 3 3 4 4 14 

66 3 3 3 1 10 

67 3 3 3 3 12 

68 3 3 3 2 11 

69 3 3 4 4 14 

70 3 4 3 3 13 

71 4 3 3 3 13 

72 4 4 4 3 15 

73 4 4 4 4 16 

74 1 2 2 1 6 

75 2 2 2 2 8 

76 2 2 2 2 8 

77 3 3 3 3 12 

78 3 3 3 3 12 

79 4 4 4 4 16 

80 2 3 3 3 11 

81 3 3 3 3 12 

82 3 2 3 2 10 

83 3 3 3 3 12 

84 2 2 2 2 8 

85 3 3 3 3 12 

86 3 3 3 3 12 

87 3 3 3 3 12 

88 4 3 3 4 14 

89 3 3 2 2 10 



 

 

81 
 

90 3 3 2 3 11 

91 3 3 3 3 12 

92 3 3 3 4 13 

93 2 2 2 2 8 

94 3 2 2 3 10 

95 4 4 3 3 14 

96 3 3 2 3 11 

97 4 3 3 3 13 

98 3 3 2 3 11 

99 2 2 2 3 9 

100 2 2 3 4 11 
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LAMPIRAN 3 

Hasil Outer Loading 

 

 

LAMPIRAN 4 

Hasil Contruct Reliability and Validity 
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LAMPIRAN 5 

Hasil R Square 

 

 

LAMPIRAN 6 

Hasil Path Coefficients 

 

 

 

LAMPIRAN 7 

Path Model 

 


